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PUTUSAN
Nomor 704/Pdt.G/2024/PA.Bji

Pl N

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BINJAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru
MDA, tempat kediaman di Kota Binjai, Sumatera
Utara, sebagai Penggugat;
melawan
Tergugat, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak
Bekerja, tempat kediaman Kota Medan, Sumatera
Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai Nomor 704/Pdt.G/2024/PA.Bji tanggal
07 November 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2002, Penggugat dan Tergugat
telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat
Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Patumbak, Deli
Serdang, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :
154/52/111/2002, tertanggal 25 Maret 2002;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal
bersama di rumah kediaman bersama selama 11 Tahun tinggal di Kota
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Medan, lalu pindah ke Kota Binjai selama kurang lebih 10 Tahundan

sudah di karuniai 3 anak yang bernama:

2.1 Anak 1 usia 21 tahun;
2.2 Anak 2 usia 18 tahun;
2.3 Anak 3 usia 13 tahun;
3. Bahwa sejak Juni 2003 keadaan rumah tangga Penggugat dan

Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

3.1 Tergugat memakai Narkoba

3.2 Tergugat melakukan KDRT

3.3 Terguggat memiliki wanita idaman lain

3.4 Tergugat suka mengancam dan berkata-kata yang tidak

pantas terhadap Penggugat

3.5 Tergugat kurang mengghargai Penggugat selaku istri
4, Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada
Oktober 2023 Penggugat merasa sudah tidak ada ketidakcocokkan lagi
antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat sering
bertengkar di karenakan masalah yang sama pada poin-poin di atas dan
tidak ada i'tikad baik untuk berubah, dan sekarang Penggugat dan
Tergugat telah sudah tidak satu rumah sebagaimana alamat Penggugat
dan Tergugat di ajukan di atas Penggugat;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan
tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai
karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk
menjalankan kehidupan rumah tangga;
6. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan
Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon
ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak
hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi
Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu
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Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Binjai
kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam
perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada

Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai

berikut:
Primer
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat)

terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-
anak yang bernama:

3.1 Anak 1, lahir tanggal 09 Januari 2003
3.2 Anak 2, lahir tanggal 19 Januari 2006
3.3 Anak 3, lahir tanggal 18 Januari 2011 dengan tetap
memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga
anak tersebut;
4, Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex
aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di
persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain
untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya;

Bahwa di muka persidangan Penggugat menyatakan ingin mencabut
gugatannya;

Bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan Penggugat
sebelum masuk pada pokok perkara dan pencabutan gugatan dilakukan atas
kesadarannya sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat
dipertimbangkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal
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sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka persidangan menyatakan
mencabut gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat mencabut gugatannya atas
kesadaran sendiri oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan
sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di
lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus
ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai
dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang
Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor
7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah
dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya
perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Mengabulkan  permohonan Penggugat untuk mencabut
perkaranya;
1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp.192.000,- (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Agama Binjai pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 Masehi bertepatan
dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh kami H. Abdul Gani Syafii,
S.H.l., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Khozin Maki, S.H.I., M.H. dan Berliana
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Nasution, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Adinda Namira,
S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran
Tergugat;

Hakim Anggota Ketua Majelis,

Nur Khozin Maki, S.H.l., M.H. H. Abdul Gani Syafii, S.H.l., M.H.

Berliana Nasution, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Adinda Namira, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran 'Rp 30.000,-
- Biaya Proses 'Rp 75.000,-
- Panggilan :Rp 37.000,-
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,-
- Redaksi :Rp 10.000,-
- Meterai :Rp 10.000,-
- PNBP Cabut :Rp 10.000.,-
Jumlah :Rp 192.000,-

(seratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
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